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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka peneliti 

dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Faktor penyebab peralihan hak atas tanah melalui proses jual beli secara lisan 

di Kecamatan Dumoga Barat, yautu: 

a. Karena prosesnya cepat dan biaya murah. 

b. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap prosedur peraliahan hak 

atas tanah yang sesuai ketentuan yang berlaku. 

2. Akibat hukum peralihan hak atas tanah melalui proses jual beli secara lisan di 

Kecamatan Duomoga Barat. 

a. Tidak sahnya jual beli tanah yang dilakukan. 

b. Tidak adanya jaminan kepastian hukum. 

5.2 Saran 

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang diuraikan peneliti tersebut di atas, maka 

peneliti menyarankan sekaligus merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Kurangnya sosialisasi terhadap peraturan mengenai kewajiban seperti yang 

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang 

Pendaftaran Tanah sehubungan dengan telah dilaksanakannya pemindahan 

hak atas tanah dengan syarat dan prosedur yang harus dipenuhinya. 

Pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional lebih produktif lagi 



 

60 

 

 

melakukan sosialisasi terkait hal-hal yang berhubungan dengan masalah 

tanah, agar tidak menimbulkan problem yang dapat merugikan baik orang 

lain, maupun daerah itu sendiri. 

2. Masyarakat harus mengetahui status hukum atas tanah sebelum melakukan 

transaksi jual beli. 
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